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KEPALA DESA KRASAK
KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KRASAK
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRASAK
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRASAK

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republuk Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024
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Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomeor ....);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024Tentang
Pengalokasian Dana Desa Setlap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan
Dana Desa Tahun Anggaran 2025(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/lasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1455);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2015 Nomor 64);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2015 Nomoar 73);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonoscbo
Tahun 2015 Nomor 74);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2016 Nomor 28);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar
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Kewenangan Desa Berdasarkan Hzk Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Dzerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Pengadazn Barang/jasz Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2023 Nomor 39);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapaten dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Beritz Daerah
Kzbupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);

Persturen Bupat Wonosobo Nomeor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pelaksanaan Danz Transfer ke Desz Tahun 2025 (Berita Daerah
Kzbupaten Wenosobo Tzhun 2024 Nomor 40);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tenteng Penetapan
Besaran Danz Transfer ke Desa Tzhun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Xabupaten Wonoasobo Tahun 2024 Nomor 41);

Perzturan Desa Krasak Nomor 2 Tzhun 2016 tentang Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
{Lembaran Desa Krasak Tahun 2016 Nomor 2};

Perzturzn Desz Xrassk  Nomeor 2 Tzhun 2018 tentang Susunan
Organisasi dzn Tat3 Kelola Pemerintah Desa Kraszk (Lembaran Desa
Krasak Tzhun 2018 Nomor 2);

Peraturan Desz Xrasak Nomor 2 Tzhun 2024 tentang Perubahan
Rencznza Pembangunan langka Menengsh Desa Tahun 2020 - 2027
{Lembaran Desa Krasak Tanun 2024 Nomor 2);

Peraturan Desz 3 Nomor 2024 Tzhun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintzh Desa Tzhun 2025 (Lembaran Desa Kraszk Tahun 2024
Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRASAK
Dan
XEPALA DESA KRASAK

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KRASAK TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanjz Desa KRASAK Tzhun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

i
2

Pendapatan Desa Rp 2.335.810.000,00
Belanja Desa Rp 2.552.068.048,00
Surpuls/Defisit Ro {(216.258.048,00)
Pembiayaan

3. Penerimaan Pembiayaan Rp 237.258.048,00
b. Pengeluaran Pembizyaan Rp 21.000.000,00

Selisin Pembiayaan (z-b) Ro 216.258.048,00



Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran  Hp 0,00

Pzzzi2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapztzn dan Beizniz Desz senzga'manz dmeci 4 2227 Y212 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisznean dar Perzturzn e

Pzs2l 3

Lampiran sebagaimanz dimaksud dalam Paszal 2 memust:
a. APB Desg;
b. Daftar Penyertaan Modai;
¢. Daftar Danz Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksznzkan di tzhun srggsran senelumnyz.

Paszl 4

Kepala Desa menetapkan Peraturen Kepzlz Desz tentzrg Penzizrzn Anggzrz” 72rcziz’z” 227
Belanja Desa sebagai landasan operzasional pelzksanazn AP2 Desz.

Pzsz2i S

(1) Pemerintah Desa dapst melaksanakan kegiztan untu« penznggulargsn oercanz, «Z2clzzr
darurat, dan mendeszk.

(2) Pendanaan kegiztan sebagaimana dimaksud pada zyzt (1) menggunaran anggaran 2nis 0227 2
tidak terduga.

(3) Pemerintzh Desa dapzt melzkukan kegiatan penzngzulangzn bencznz, rz2dzzn C27u7E, 227

.

mendeszk yang belum tersediz znggsrannys, yENg SE 2 UTNYS S USU ST S22 TEOCETEET
Peraturan Desz tentang Perubahan AP3Desa.
{4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pads zyat (1) harus memenuhi wierz:

a. bukan merupakan kegiatzn norms! darl sktivitzs semermizn Desz czn Tdze dzpEt
diprediksi sebelumnysz;

b. tidak diharzpkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintzh Dess;

d. memiliki dampak yang signifixan terhzdzp znggaren S2zm rEngh: oemu rEm (E
disebabkan oleh kejadizn 'uzr biasz dzn/ztzu permasz'2nzn sosisz dan

e. berskaiz lokal desa.

ah
-
"y

Pzz3' 6
Dzlam hal terjadi:
a. penambahan dan/ztau pengurangan dalam pendzspetzn Dess ozdz 2hunbe

b. keadzan yang menyebzbkzan harus dilzkukan pergeseranantar coysr o8z,

¢. kegistan yang belum dilzksznakan tehun sebelumnyz &n menyeizgien D32 s
dilaksznakan dzlzam tzhun berjzlzn
Kepala Desa dapat mendzhului perubzhan APBDesz dengen melzvuian oerubznzn Perziurz” (202 2
Desz tentang Penjabaran APBDesz dan memberitzhukannyz kepzcz 820,



Pasal 7

Peratuean Dexa inl mudai berlaku pada tangsal diundangkan.

Agar setiad orang mengetahud, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa KRASAK,

Ditetapkan di: Krasak
‘.-;;Pm‘h tanggal 30 Desember 2024
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